Undang- Undang Tentang Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
	

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
4. Peraturan Komisi Informasi Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Komisi Informasi  Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
6. Peraturan Komisi Informasi  Nomor 1  Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros  Nomor 400/KPTS/496/VI/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros tahun Anggaran 2013; 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 921/KPTS/496/II/2019 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, 

	



